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PENGUMUMAN

Nomor: 1772/SEK/KP.04.6/8/2022

TENTANG
HASIL VERIFIKASI PENDATAAN PNS YANG BERMINAT MENGIKUTI UJI KOMPETENSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN PADA MAHKAMAH AGUNG RI
' TAHUN 2022

Sebagai tindak lanjut atas pengumuman Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1474/SEK/KP.04.6/7/2022 tanggal 4 Juli 2022, maka berdasarkan pendataan yang diterima melalui
http://tiny.cc/daftarujikomjf sejak tanggal 4 Juli 2022 s.d. 13 Juli 2022 dan telah diverifikasi oleh Tim,
dengan ini kami sampaikan hasil verifikasi Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui. perpindahan dari
jabatan lain pada Mahkamah Agung RI bagi para PNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan '
dengan mempertimbangkan pula masih tersedianya lowongan kebutuhan formasi pada satker dengan
perincian sebagai berikut :

I.  Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

No Nama " Jabatan Unit Kerja Pangkat/Gol.Ruang/
TMT
1 | Yudi Yulia Giroth, | Analis Tata Laksana Pengadilan Negeri | Penata Muda Tk.I
S.IP., M.AP. Manado (11l/b) /
01 April 2022
2 | Tia Ayu Pramita, Analis Sumber Daya Pengadilan Negeri | Penata Muda Tk.I
S.H. Manusia Aparatur Pontianak (I1i/b) /
01 April 2021
3 | Novita Diastuti, Pengelola Kepegawaian Pengadilan Negeri | Penata Muda (11l/a) /
S.Kom Yogyakarta 01 April 2022
4 | Rambo Sihaloho, Analis Sumber Daya Pengadilan Tinggi | Penata Muda (111/a) /
S.H. Manusia Aparatur Agama Bengkulu 01 April 2022
5 | Irmawaty Tambrin, | Analis Organisasi Pengadilan Tinggi | Penata Muda (111/a) /
S.Pd. Agama Gorontalo | 01 April2022
! II. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda !
No Nama Jabatan Unit Kerja Pangkat/Gol.Ruang/
| TMT
1 | Tri Widiyastuti Analis Organisasi Pengadilan Tinggi | Penata Tk.I (I11/d) /
Pratiwi, S.H. Agama Kendari 01 April 2021
2 | Haerany, S.Kom. Analis Tata Laksana Pengadilan Negeri | Penata Tk.I (II1/d) /
Palu 01 April 2022
3 | Junprizal, S.Ag. Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama | Penata Tk.I (I11/d)/
' Kepegawaian, Organisasi Batam 01 April 2022
dan Tata Laksana




4 | lke Rustiati, S.H. Analis Tata Laksana Pengadilan Negeri | Penata Tk.I (11I/d) /
Tangerang 01 April 2020
5 | Evendi Nugroho, Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri | Penata Tk.I (1T11/d) /
S.T. Kepegawaian Organisasi dan | Yogyakarta 01 April 2018
Tata Laksana
6 | Icke Dina Putri Analis Organisasi Pengadilan Militer | Penata Tk.I (I11/d) /
Karona, S.H. Tinggi | Medan 01 April 2022
7 | Yulistia Yusuf, Analis Tata Laksana Pengadilan Tinggi | Penata Tk.I (III/d) /
S.Pd. : Gorontalo 01 April 2022
8 | Elna Helniarika, Analis Organisasi Pengadilan Tinggi | Penata Tk.I (1II/d) /
S.Kom. Bandung 01 April 2021
9 | Fauzan, S.H. Kasubbag Kepegawaian Pengadilan Negeri | Penata Tk.I (11I/d) /
Organisasi dan Tata Laksana | Banda Aceh 01 Oktober 2020
10 | Ismul Gafar, S.H.I., | Analis Organisasi Pengadilan Tinggi | Penata Tk.I (I1I/d) /
M.S.L Agama Mataram 01 April 2022
11 | Purwanto Sigit Analis Tata Laksana Pengadilan Agama | Penata Tk.I (111/d) /
Wibowo, S.E. Jakarta Pusat 01 April 2016
12 | Fauziah, S. Kom. Analis Tata Laksana Mahkamah’ Penata Tk.I (I11/d) /
Syar'iyah Aceh 01 April 2021
13 | Harlinna Surbakti, | Kepala Seksi Bimbingan | Direktorat Jenderal | Penata Tk.I (III/d) /
S.LP., M.M. Badan Peradilan 01 April 2020
Umum
14 | Ana Susilowati, Analis Tata Laksana Pengadilan Tinggi | Penata Tk.I (111/d) /
S.Kom. Semarang 01 April 2021
15 | Dewi Zubaidah, Kepala Sub Bagian Pengadilan Tinggi | Penata Tk.I (11l/d) /
S.T. Keuangan Dan Pelaporan Maluku Utara 01 April 2021
16 | Atik Kartini, S.H., | Staf Kepegawaian dan Ortala | Pengadilan Negeri | Penata (I1I/c)/
M.Si. Palembang 01 April 2019
17 | Hima Trisnawati, Analis Tata Laksana Pengadilan Tinggi | Penata (I1l/c) /
S.H. Agama Bariten 01 April 2021
18 | Maryam Tapulu, Analisa Tata Laksana Pengadilan Tinggi | Penata (I1l/c) /
S.H. Agama Gorontalo | 01 Oktober 2020

Bagi PNS yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan akan diikutsertakan uji kompetensi jabatan
fungsional kepegawaian melalui perpindahan dari jabatan lain agar segera melengkapi dokumen yang
disyaratkan sebagaimana tertuang dalam surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan
Kepegawaian Negara Nomor 17869/B-BJ.01.01/SD/C/2022 Tanggal 15 Juni 2022 hal Pelaksanaan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian (surat terlampir) dan dokumen e-doc diupload melalui tautan .

https://s.id/1dF13 diserahkan paling lambat tanggal 16 Agustus 2022

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding terkait;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama terkait
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman : www.bkn.go.id; | Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 17869/B-BJ.01.01/SD/C/2022 Jakarta, 15 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal . Pelaksanaan Uji Kompetensi

Jabatan Fungsional Kepegawaian

Yih.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

di
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 17 Tahun 2020 tentang
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37
Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber baya Manusia Aparatur;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39
Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia; dan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94
Tahun 2020 tentang Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional
Kepegawaian (JFK).

2. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (Pusbin JFK} selaku unit Pembina
Jabatan Fungsional bidang Kepegawaian di BKN, menyelenggarakan uji kompetensi bagi
PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional ‘bidang Kepegawaian semua
jenjang, melalui mekanisme perpindahan jabatan dari jabatan lain atau kenaikan jenjang
jabatan.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informast Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang seh”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE




3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara, akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan

Fungsional bidang Kepegawaian dengan ketentuan, persyaratan dan jadwal
sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Deputi
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian

Haryorna Dwi Putranto
NIP. 196509141992031001
-

Tembusan:

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupatern/Kota;

Kepala Kantor Regional | s.d XIV BKN; dan

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

oOopELN=

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dar/atau Dokumnen Elekironik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan scrtifikat elektronik yang diterbitkan BStE




Lampiran Surat Deputi Bidang
Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Nomor : 17869/B-BJ.01.01/SD/C/2022
Tanggal : 15 Juni 2022

KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL:-PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

A. KETENTUAN UMUM

1.

Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian yang selanjutnya disebut uji
kompetensi, terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural. Uji
kompetensi diperuntukkan bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang akan
menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau perpindahan jabatan dari jabatan
lain ke dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian;

Pengusulan calon peserta uji kompetensi dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya
Manusia/Kepegawaian pada Instansi Pengguna; ‘

Surat usulan calon peserta uji kompetensi disampaikan kepada Deputi Bidang
Manajemen Kepegawaian cq. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Kepegawaian melalui email pusbinjfk@bkn.go.id dan ditengkapi data/dokumen
pendukung lainnya sebagai bahan verifikasi;

Format surat pengusulan calon peserta uji kempetensi dan dokumen pendukung

lainnya, dapat diunduh melalui tautan htips://bit.ly/Dokumen-Ukom-JFK;

Dokumen persyaratan calon peserta uji kompetensi yang tidak lengkap, belum dapat
mengikuti uji kompetensi;

Bagi para calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah rriendaﬁar pada periode
sebelumnya tetapi belum dapat mengikuti uji kompetensi, diwajibkan mendaftar
kembali dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan
pendaftaran;

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian akan mengumumkan para calon
peserta untuk mengikuti uji kompetensi dan menetapkan hasil uji kompetensi sesuai
dengan data/dokumen peserta ketika mendaftar uji kompetensi;

Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, mendapatkan dokumen hasil
kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Bagi peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan mendapatkan Sertifikat;

- UU ITE Neo 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekfronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE




b. Bagi peserta uji kompetensi pengangkatan melalui po‘:erpindahan dari jabatan lain
mendapatkan Rekomendasi Pengangkatan melalui perpindahan jabatan
ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi.

9. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Kepegawaian dapat diperoleh melalui narahubung berikut;

a. Analis SDM Aparatur : Sdri. Dilah Peni Fauziah di nomor 0812-8545-0454 (WA),
Sdri. Dini Rosalina di nomor 0852-8345-9988 (WA), dan Sdri. Zafira Amani nomor
0822-6138-0887 (WA).

b. Pranata SDM Aparatur : Sdri. Rahmaningrum Kusumaratri di nomor 0852-9288-
8757 (WA} dan Sdr. Muh. Adnan Mubarak di nomor 0821-5700-1285 (WA).

c. Asesor SDM Aparatur : Sdri. Alivia Nurkholivvah di nomor 0878-8081-3000 (WA)
dan Sdri. Martina Mariko NN di nomor 0878-7125-3969 (WA).

d. Auditor Manajemen ASN : Sdri. Astri Ireka Murtanti di nomor 0821-5700-1285
(WA) dan Sdri. Retno Puspitaningrum di nomor 0857-3548-8362 (WA).

B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI
1. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kompetensi Pengangkatan melalui
Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian

NO. PERSYARATAN 'DOKUMEN PENDUKLUNG

1. | Berstatus PNS Salinan SK PNS

Surat Pernyataan dari

2. 1 Memiliki Integritas dan Maralitas yang baik Pimpinan Unit Kerja

3. | Berijazah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Salinan ljazah dan Transkrip
ilai
a. Paling rendah Diploma Il bagi Pranata SDM Nilat
Aparatur sesuai dengan bidang ilmu yang telah
ditentukan

b. Paling rendah Sarjana atau Diploma IV bagi Analis
SDM Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor
Manajemen ASN jenjang Ahli Pertama sampai
dengan Ahli Madya, sesuai ketentuan bidang ilmu
jabatan fungsional yang dilamar

€. Paling rendah Magister bagi Analis SDM
Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor Manajemen
ASN jenjang Ahli Utama, sesuai ketentuan bidang
ilmu jabatan fungsional yang dilamar

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elekironik dan/atau Dokiumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani sccara elekironik menggunakan sertifikat elektronile yang diterbitkan BSTE




NO.

PERSYARATAN

DOKUMEN PENDUKUNG

Pengalaman minimal 2 tahun terakumulasi dalam bidang
tugas jabatan fungsional yang dilamar

Surat Pernyataan
Melaksanakan Kegiatan
yang ditandatangani
minimal Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama

Bukti pengalaman dalam bidang tugas jabatan fungsional

yang dilamar minimal 2 tahun terakumulasi, yang meliputi:

Laporan pelaksanaan
kegiatan, minimal 2
Laporan

a. Penempatan sesuai dengan bidang tugas jabatan
fungsional yang dilamar; danfatau

Salinan SK Jabatan

b. Penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan
fungsional yang dilamar; dan/ atau

Salinan SK Tim/Surat
Tugas/Surat Perintah

c. Pelatihan atau kegiatan pengembangan kompetensi
lainnya yang terkait dengan bidang tugas jabatan
fungsional yang dilamar.

Sertifikat atau Laporan
Kegiatan

Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2
tahun terakhir

Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Minimat 2 Tahun
Terakhir

Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional
yang dilamar

SK Penetapan Kebutuhan
Perpindahan dari Jabatan
Lain dalam Jabatan
Fungsional Kepegawaian
yang ditetapkan oleh
Kementerian PAN RB dan
atau Rekomendasi
Kebutuhan Jabatan
Fungsional Kepegawaian
yvang ditetapkan oleh BKN

Pada saat pengusulan, calon peserta uji kompetensi
berusia sesuai ketentuan berikut ini:

a. 52 tahun bagi yang akan menduduki Pranata SDM
Aparatur dan Analis SDM Aparatur/Asesor SDM
Aparatur/Auditor Manajemen ASN jenjang jabatan
Ahli Pertama dan Ahli Muda

b. 54 tahun bagi yang akan menduduki Analis SDM
Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor Manajemen
ASN jenjang jabatan Ahli Madya

¢. 59 tahun bagi yang akan menduduki Analis SDM*
Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor Manajemen
ASN jenjang jabatan Ahli Utama yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi

d. 62 tahun bagi yang akan menduduki Analis SDM
Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor Manajemen
ASN jenjang jabatan Ahli Utama yang menduduki

- Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elcktronik menggunakan sertifikat elektronik vang diterbitkan BSrE




2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kormpetensi Kenaikan Jenjang

Jabatan Fungsional Kepegawaian

NO. PERSYARATAN DOKUMEN PENDUKUNG
1. | Telah menduduki jenjang jabatan terakhir minimal 1 tahun | Salinan SK Jabatan
. N Salinan SK Kenaijkan
2. | Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 tahun Pangkat
3 Memenubhi ketentuan Angka Kredit Kumulatif untuk Salinan Penetapan Angka
" | kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi Kredit (PAK)
4. | Memenuhi Angka Kredit pengembangan profesi yang
disyaratkan sebagai berikut:
a. 6 (enam) bagi Analis SDM Aparatur/Asesor SDM
Aparatur/Auditor Manajemen ASN Ahli Muda yang
akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Analis SDM Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor
Manajemen ASN Ahli Madya ‘
b. 12 (dua belas) bagi Analis SDM Aparatur/Asesor SDM ﬁfggi??;;‘el%etapan Angka
Aparatur/Auditor Manajemen ASN Ahli Madya
yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Analis SDM Aparatur/Asesor SOM Aparatur/Auditor
Manajemen ASN Ahli Utama
c. 4 {empat) bagi Pranata SDM Aparatur Mahir yang
akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi
Pranata SDM Aparatur Penyelia
5. 1§ Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 Penilaian Prestasi Kerja
tahun terakhir Pegawai Minimal 2 Tahun
Terakhir
8. | Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional khusus Senifikat Pelatihan
bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang berasal dari Fungsional
Pengangkatan Pertama/Formasi CPNS
7. | Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional Salinan Peta Jabatan pada
yang dilamar Unit Kerja Penempatan
C. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara 4 (empat)
_ periode dalam 1 (satu) tahun:

1. Periode | pada bulan Februari tahun berjalan, surat usulan dari instansi palihg
lambat diterima akhir Desember tahun sebelumnya;

2. Periode Il pada bulan April tahun berjalan, surat usulan dari instansi paling lambat
diterima akhir Februari tahun berjalan;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukli hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE




3. Periode |l pada bulan Juli tahun berjalan, surat usulan dari instansi paling lambat
diterima akhir Met tahun bherjalan; dan

4. Periode IV pada bulan Oktober tahun berjalan, surat usulan dari instansi paling
lambat diterima akhir Agustus tahun berjalan.

Deputi
Bidang Pembinaan Manajemen
Kepegawaian

~:Haryomo Dwi Putranto
%@N[P 196508141992031001

- UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informesi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti Aukum yang sah”
- Dekumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitlcan BStE




